ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri merupakan dua lembaga yang
sama-sama memilii kewenagan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dimana
KPK khusus dibentuk untuk memberantas praktik korupsi yang ada di Indonesia,
sedangkan Polri dibentuk untuk melakukan tugas pertahanan dan keamanan negara
salah satunya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat perbedaan pendapat
antara dua lembaga tersebut terkait dengan proses hukum tersangka yang dicurigai
oleh KPK melakukan tindakan korupsi, namun dari pihak Polri sendiri memilih untuk
menundan proses hukum tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan utnuk
mengetahui dan menganilisis terkait konstitusionalitas hak politik calon kepala
daerah yang menjadi tersangka serta mengetahui bagaimana korelasi terkait
kewenangan KPK serta Polri dalam melakukan proses hukum tersangaka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),
pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case
approach).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstitusionalitas hak politik cakada
yang menjadi tersangaka adalah tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam
pilkada serentak tahun 2020 namun Polri harusnya tidak menunda proises huku
seorang tersangka mengingat tersangaka juga memiliki haknya. KPK juga bisa
melanjutkan proses hukum tersebut mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi
generali.

Kata kunci : komisi pemberantasan korupsi, kepolisian republik indonesia, tersangka
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ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission and the National Police are two
institutions that both have the authority to carry out investigations and investigations
where the KPK was specifically formed to eradicate corrupt practices in Indonesia,
while the National Police was formed to carry out state defense and security tasks,
one of which is to protect, protect, serve society and enforce the law. In the 2020
Simultaneous Regional Head Elections, there were differences of opinion between the
two institutions regarding the legal process for suspects suspected by the KPK of
committing acts of corruption, but the Police themselves chose to postpone the legal
process. Therefore, this research was conducted to find out and analyze the
constitutionality of the political rights of candidates for regional heads who are
suspects and to find out how the correlation is related to the authority of the KPK and
Polri in carrying out legal proceedings for suspects.

The research method used in this research is the normative method using a
statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The results of this study indicate that the constitutionality of the political
rights of regional heads who become suspects is that they still have the right to be
elected and vote in the 2020 simultaneous regional elections but the National Police
should not delay the legal proceedings of a suspect considering that the suspect also
has his rights. The Corruption Eradication Commission can also continue the legal
process given the principle of lex specialis derogat legi generali.
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